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PUTUSAN
Nomor:513/Pdt.G/2015/PA.Kis.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhjkan putusan

dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara , sebagai

Penggugat;
Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Lepas,
tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi - Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat
gugatannya bertanggal 29 Juli 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Kisaran dengan Register Nomor 513/Pdt.G/2015/PA.Kis. pada hari itu juga

yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Februari 2010
berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 081/01/111/2010 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Batu Bara tanggal 01 Maret
2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas 2
tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua
Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas 5 bulan
lamanya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali bertempat tinggal di

rumah orangtua Tergugat, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
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rumah orangtua Tergugat tersebut;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul
sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang
bernama: Rafa Ramadhan (lk), umur 4 tahun 6 bulan, dan anak tersebut
sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat
adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami
istri sejak bulan Maret tahun 2010 berada dalam kondisi berselisih secara terus
menerus yang disebabkan karena:

- Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan
rumah tangga;
- Tergugat sering melakukan pencurian, penjambretan, dan
perampokan, sehingga akibat hal tersebut Tergugat sering berurusan
dengan Polisi;

5. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat kembali
bertengkar disebabkan Tergugat menggunakan narkoba, bahkan Penggugat
pernah melihat Tergugat sedang membeli narkoba;

6. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2015 akibat perselisihan yang terjadi secara
terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan
Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat
Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah
orangtua Tergugat tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat
telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini
diajukan sudah kurang lebih 1 bulan lamanya;

7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat sering
mengancam membunuh Penggugat dan keluarga Penggugat;

8. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan
bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk
mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat
berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama
Kisaran;

9. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah
pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua
Pengadilan Agama Kisaran Cqg. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu

hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan
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guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil — adilnya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat
masing — masing telah dipanggil di tempat tinggal mereka, terhadap panggilan
mana, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak
pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang
sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati
Penggugat agar bersabar dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak
pernah hadir menghadap di persidangan, dan karenanya pemeriksaan dilanjutkan
dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya:

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan

alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :
081/01/111/2010 tanggal 01 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah diteliti dan
disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh
Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1).

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga
telah menghadirkan Saksi - Saksi di muka persidangan sebagai berikut
B. BUKTI SAKSI-SAKSI
1. Salmah Binti H. Mhd. Saleh, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
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pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu
Bara . di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai

tetangga.

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Yasser
Arafat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun
2010.

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Tanjung Tiram, Kabupaten
Batu Bara yang berjarak 100 meter dari rumah saya.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang
anak

- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 3 tahun yang lalu Penggugat
dan Tergugat sering bertengkar.

- Bahwa Penyebab pertengkaran karena Tergugat suka
mencuri dan suka menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan
tidak pernah bersatu lagi sejak 2 bulan yang lalu, Penggugat pergi
meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sifat dan prilaku
Tergugat yang tdak pernah berubah.

- Bahwa orangtua Penggugat sudah sering menasihati dan
mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersama dengan pihak keluarga
Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. Saharuddin Bin Mhd. Said, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan penarik betor, tempat tinggal di Lingkungan VI, Kelurahan
Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara., di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai

tetangga.
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- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Yasser
Arafat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun
2010.

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Tanjung Tiram, Kabupaten
Batu Bara yang berjarak 50 meter dari rumah saya.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang
anak.

- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 3 tahun yang lalu Penggugat
dan Tergugat sering bertengkar.

- Bahwa Penyebab pertengkaran karena Tergugat malas
bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, penyebab lain
karena Tergugat suka mencuri dan suka menggunakan narkoba.

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan
tidak pernah bersatu lagi sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat pergi
meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sifat dan prilaku
Tergugat yang tdak pernah berubah.

- Bahwa Upaya untuk menasihati dan mendamaikan
Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan pihak keluarga, tetapi tidak
berhasil.

Bahwa selanjutnya, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan
lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya yang
secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya
persidangan untuk selengkapnya cukuplah pengadilan menunjuk kepada hal ikhwal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti
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diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa
Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 081/01/111/2010
tanggal 01 Maret 2010, oleh karena itu Penggugat mempunyai kepentingan yang
langsung dan melekat terhadap perkara quad non dan merupakan standi persona in
juudicio, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU
No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50
Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu
berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal
14 dan Pasal 1 huruf b PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf a UU. No.7 tahun 1989
yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009
Pengadilan Agama Kisaran absolut berwenang memeriksa dan mengadili dan
memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi — saksi di
persidangan diketahui bahwa Tergugat merupakan penduduk Kabupaten , yang
merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, oleh dan sebab karena
itu relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili
perkara quad non, sesuai maksud pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubah kedua
dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo.
Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, para pihak
berperkara telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada
mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah
dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150
R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus
perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;
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Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4)
UU No.7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 31 ayat (1 ) dan ( 2 ) PP NO.9
Tahun 1975, Majelis Hakim selama persidangan tetap berusaha mendorong agar
Penggugat, bersabar dan berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan
permasalahan rumahtangganya secara musyawarah kekeluargaan,agar dapat
rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di
persidangan, maka proses mediasi terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan
sebagaimana maksud Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai
bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus
menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan
ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan
karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang
nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
nomor 9 Tahun 1975, jelas bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan
Penggugat setelah Pengadilan dapat mengambil kesimpulan bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang
sulit untuk dirukunkan lagi dan telah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan
perselisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta
tidak hanya apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi namun juga perlu
diketahui apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga
tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah
terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi
selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta
Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat
sejak bulan Juni 2015, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun
batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling
pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang
merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan

keterangan masing-masing dalam proses jawab menjawab sebagaimana diuraikan
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pada duduk perkara di atas

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti
(P.1) yang disampaikan di persidangan dan 2 (dua) orang saksi yang telah
didengarkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan, terhadap alat —
alat bukti tersebut Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai tersebut di bawah
ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) yang diajukan Penggugat berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan
Tergugat Nomor : 081/01/111/2010 tanggal 01 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Surat tersebut telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang
dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku,
karenanya dikategorikan sebagai akta otentik yang merupakan bukti lengkap dan
mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, sebagaimana diatur Pasal 285 RBg.
Dalam hal ini berdasarkan bukti (P.1) tersebut telah terbukti bahwa antara
Penggugat dan Tergugat terikat hubungan perkawinan yang sah dan karenanya
Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan hukum
secara langsung dan melekat dalam perkara ini, dengan demikian maka gugatan
cerai yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di
persidangan yang terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa serta kenal dengan
Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi
tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai saksi dalam perkara a-quo yang
keterangannya masing-masing dapat dipertimbangkan sebagai fakta hukum yang
patut dipertimbangkan;

Idem ditto, keterangan yang diberikan Saksi — Saksi tersebut merupakan
peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh masing — masing saksi
tersebut, bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan yang diberikan
bersesuaian satu dengan yang lainnya atau dengan alat — alat bukti yang sah,
sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg. dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa
syarat materil alat bukti saksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri terutama
dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya
menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam
rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak

berperkara, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun
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Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan
bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat,
maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan
Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan
lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi
Penggugat diatas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan,
Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

N Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami
isteri sah menikah pada tanggal 27 Februari 2010.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul
sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama
Rafa Ramadhan, laki — laki, umur 4 tahun 6 bulan.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak
bulan Maret 2010 tidak harmonis karena Tergugat malas bekerja, sering
melakukan pencurian, penjambretan dan perampokan serta sering memakai
narkoba.

- Bahwa sejak bulan Juni 2015 Penggugat dan Tergugat
telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama
pulang ke rumah orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang — undang Nomor 1
Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia
dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan
kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah
bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian
bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah
tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada
pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat serta harapan untuk
dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah
yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan,
sebagaimana yang dimaksudkam dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi
sebagai berikut
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Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya
diketahui dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga dapat dinyatakan telah
terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi
selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta
Tergugat sering melakukan tindakan kejahatan berupa pencurian, penjambretan dan
penodongan sehingga sering berurusan dengan pihak Kepolisian yang berakibat
kepada terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan
bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi
suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam
rumah tangga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan
Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan
lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga
antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi sendi rumah tangga
telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga
telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatanPenggugat telah
terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf
b dan f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1
tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya berdasar hukum
Majelis Hakim mengabulkan gugatanPenggugat;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat
(2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim
memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk
menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada para
pihak, dan mengirimkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan
tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam
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daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah
terakhir dengan undang — undang nomor 50 tahun 2009 , maka biaya yang timbul
dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana
tersebut dalam diktum putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat);
4, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat
perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan
untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11
Zulkaidah 1436 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang terdiri
dari Mhd. Harmaini, S.Ag., SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nikmah
dan Syafrul, S.HI., M.Sy sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan
oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Rahmat Ilham, SH
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis
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Mhd. Harmaini, S.Ag., SH

Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. Hj. Nikmah Syafrul, S.HI., M.Sy
Panitera Pengganti

Rahmat llham, SH

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan . Rp. 285.000,00
4. Biaya Redaksi . Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai - Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
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